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Randi Maulana. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika 
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Bbs). 
Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas 
Pancasakti Tegal. 2021. 
Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, 
melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan 
merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang 
bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun 
internasional. Penyalahgunaan narkotika sudah banyak menimbulkan korban, 
terutama di kalangan generasi muda bangsa sehingga pengaturan sanksi pidana 
yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk 
menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana 
terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan penerapan sanksi pidana 
terhadap penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN 
Bbs. Jenis penelitian adalah kepustakaan (library research), pendekatan yang 
digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data utamanya adalah data 
sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen. Analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan 
teknik analisis isi (content analysis) dan dengan cara berfikir deduktif. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Pengaturan tindak pidana 
terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia di atur dalam Undang-Undang 
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. 
Pelayalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang 
dilarang oleh undang-undang, yang terbagi menjadi empat kategori, yaitu: 
pertama, perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau 
menyediakan narkotika dan perkursor; kedua, perbuatan-perbuatan berupa 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan 
perkursor; ketiga, perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan narkotika dan perkursor; dan keempat, perbuatan-perbuatan berupa 
membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan perkursor. 2) 
Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 
116/Pid.Sus/2020/PN Bbs sudah benar dan sesuai dengan prosedur hukum, 
dimana bentuk dakwaan kasus perkara tersebut termasuk dalam dakwaan 
subsideritas sehingga majelis hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan 
primair, yaitu tindak pidana yang terberat, (perbuatan terdakwa melanggar 
ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika) dengan sanksi pidana minimum khusus yaitu menjatuhkan pidana 
penjara dan pidana denda sesuai dengan tuntutan penuntut umum. 
 




Randi Maulana. Application of Criminal Sanctions against Narcotics Abuse 
(Study of the Brebes District Court Decision Number 116/Pid.Sus/2020/PN Bbs).. 
Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti 
University. 2021. 
Narcotics crime is no longer carried out individually, but involves many 
people together, even as an organized syndicate with a wide network that works 
neatly and is very secretive both at the national and international levels. The 
misuse of narcotics has caused many victims, especially among the young 
generation of the nation, so that the regulation of criminal sanctions is in 
accordance with the development of the situation and developing conditions to 
overcome and eradicate these crimes.  
This study aims to determine the regulation of criminal acts against 
narcotics abuse in Indonesia and the application of criminal sanctions against 
narcotics abuse in Decision Number 116/Pid.Sus/2020/PN Bbs. This type of 
research is a library research, the approach used is normative legal research. The 
main data source is secondary data obtained from literature and documents. The 
data analysis used in this research is qualitative data analysis using content 
analysis techniques and by means of deductive thinking.  
The results of this study concluded that 1) The regulation of criminal acts 
against narcotics abuse in Indonesia is regulated in Law No. 35 of 2009 
concerning Narcotics, in Articles 111 to 148. The abuse of narcotics is categorized 
as an illegal act prohibited by law, which is divided into four categories, namely: 
first, actions in the form of possessing, storing, controlling or providing narcotics. 
and cursors; second, actions in the form of producing, importing, exporting, or 
distributing narcotics and cursors; third, actions in the form of offering to sell, 
sell, buy, receive, become an intermediary in the sale and purchase, exchange, or 
deliver narcotics and cursors; and fourth, actions in the form of carrying, sending, 
transporting or transiting narcotics and percursors. 2) The application of criminal 
sanctions against narcotics abuse in Decision Number 116/Pid.Sus/2020/PN Bbs 
is correct and in accordance with legal procedures, where the form of indictment 
in the case is included in the subsidiary indictment so that the panel of judges first 
proves the primair indictment, namely the the heaviest criminal, (the defendant's 
actions violated the provisions of Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 
2009 concerning Narcotics) with a special minimum criminal sanction, namely 
imposing imprisonment and a fine in accordance with the demands of the public 
prosecutor.  
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Semua narkoba adalah pemborosan waktu. Mereka menghancurkan ingatan Anda 
dan harga diri Anda dan segala sesuatu yang sejalan dengan harga diri Anda.  
(Kurt Cobain) 
 
Obat-obatan itu mengerikan; Saya bilang tidak pada narkoba. Saya tidak pernah 
menggunakan narkoba dalam hidup saya. 
(Jill Shalvis) 
 
HIDUP 100% dengan sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. 
(Pesan BNN pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, 2020) 
 
Kebahagiaan tidak ditemukan di bagian bawah botol atau dari ujung jarum;  
itu tidak dapat ditemukan di tengah-tengah awan asap atau dalam pil berlapis 
gula. Jika Anda mencarinya di tempat-tempat ini,  
Anda akan menemukan sia-sia tetapi putus asa. 
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A. Latar Belakang  
Dewasa ini penyalahgunaan narkoba telah mengemuka dan merupakan 
masalah sosial yang kompleks dengan melibatkan berbagai aspek kehidupan 
yang luas seperti ekonomi, pendidikan, perawatan, kesehatan, agama dan 
politik. Bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika pada kehidupan dan 
kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata 
uang narkotika menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak 
kesehatan. Ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk jenis narkotika yang 
digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya bisa menenangkan. 
Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bias menyebabkan kecanduan. 
Istilah narkotika di Indonesia memiliki nama latin narcotics yang 
berarti obat bius. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika mendefinisikan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan.1  
Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di 
bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu 
                                                 
1 Setiyawati, Susilaningtyas, Linda., Nurcahyati, Anik., dan Sutowijoyo, Danang, Buku 




pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang 
sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian 
dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika merupakan zat atau obat 
yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. 
Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar 
pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi 
perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih 
merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan 
dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan 
ketahanan nasional.2 
Penyalahgunaan narkotika diawali karena pemakai merasakan efek 
yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan 
agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak 
narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi 
jumlah pemakainya. Penyalahgunaan narkotika atau narkoba adalah suatu 
kondisi yang dapat di konseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu 
gangguan mental dan perilaku akibat menyalahgunakan narkotika.3 
Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah 
bersama dan negara ini termasuk daerah yang rawan. Ada dua faktor yang 
berperangaruh  yaitu   kondisi   geografis   dan   kondisi   demografis .  Negara  
                                                 
2 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika. Online: 2 Januari 2021. 




kepulauan merupakan potensi masuknya barang-barang ilegal. Kondisi kasus 
narkoba di di Indonesia perlu menjadi perhatian bersama. Lima provinsi 
dengan angka prevalensi tertinggi yaitu Provinsi Sumatra Utara, Sumatra 
Selatan, Jakarta, Sulawesi Tengah dan DIY.4 Korban penyalahgunaan narkoba 
telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, 
umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah 
sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat 
merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. 
Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-
nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan 
nasional. 
Penyalahgunaan narkotika juga merupakan perbuatan tindak pidana, 
karena bertentangan dengan peraturan yang ada di dalam perundang-
undangan. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang 
bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang 
perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan 
dapat dipersalahkan pada si pembuat.5 Dari sekian banyak tindak pidana yang 
sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
Secara umum permasalahan narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian 
yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap narkotika, perdagangan 
gelap narkotika, dan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan dan 
                                                 
4  https://dpkp.jogjaprov.go.id/baca/Permasalahan+Narkotika+dan+Upaya+Pemerintah+ 
dalam+Menanggulangi+Penyalahgunaanya/. Online: 2 Januari 2021. 





peredaran narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana 
narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma 
sosial yang telah ada sejak lama. Narkotika merupakan zat yang dapat 
menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara 
memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan 
pembiasan, hilangnya rasa sakit,rangsangan, semangat dan halusinasi.6 
Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan 
dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan 
mengubah prilaku pemakainya. Golongan yang termasuk dalam narkotika 
adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat 
penenang. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma 
ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan 
petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk 
itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak 
sosial, ekonomi, dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi 
kehidupan bangsa dan negara.7 
Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, 
melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan 
merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang 
bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun 
internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan 
                                                 
6  Lisa, Juliana & Sutrisna, Nengah, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, 
Yogyakarta: Nuha Medika, 2003, hlm. 1. 
7  Taufik, Moh., Suhasril, & . Zakky A.S., Moh, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: 




dan pemberantasan tindak pidana narkotika pemerintah melakukan pembaruan 
terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini 
dimaksudkan untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin 
meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang 
meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada 
umumnya. 
Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin 
canggih, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan, teknik pembelian 
terselubung, dan teknik penyerahan yang diawasi, serta teknik penyidikan 
lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika. Salah satu contoh kasus tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika yaitu pada perkara No. 116/Pid.Sus/2020/PN Bbs. 
Pada perkara tersebut terdakwa Lutfi Nur Afif alias Dapol Bin Tasro 
pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib dan pukul 16.30 
Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 
2020 bertempat dipinggir jalan raya masuk Desa Langkap Kec. Bumiayu Kab. 
Brebes dan ditempat lomba burung merpati masuk Desa Negaradaha Kec. 
Bumiayu Kab. Brebes atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang 
masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, tanpa hak 




menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 
Golongan I. Perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menguasai narkotika jenis 
ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) 
Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika dilakukan tidak dengan kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh 
Hukum atau undang-undang yang mengaturnya serta tidak memiliki ijin dari 
pihak berwajib/ berwenang. 
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah bersifat transnasional 
yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi 
canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak 
menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat 
membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga 
pengaturan sanksi pidana yang sesuai dengan perkembangan situasi dan 
kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak 
pidana tersebut. 
Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) sangat 
berpotensi merusak moral khususnya generasi muda dan masa depan bangsa. 
Masifnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini memerlukan upaya 
pencegahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sosialisasi tentang tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika perlu ditingkatkan baik oleh pemerintah 
maupun masyarakat. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika 




B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, 
untuk membatasi permasalahan penelitian, maka penulis merumuskan 
permasalahan ke dalam dua pertanyaan penelitian. 
1. Bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika 
di Indonesia? 
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika 
pada Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Bbs? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana terhadap penyalahgunaan 
narkotika di Indonesia. 
2. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan 
narkotika pada Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca 
dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari 
penelitian ini, baik secara teoritis maupun dari secara praktis, antara lain:  
1. Secara teoritis, menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya 
yang berkaitan dengan narkotika dan aturan hukumnya, serta penerapan 




diharapkan dapat memperluas wawasan dan sumbangsih pemikiran 
hukum, khususnya bagi para akademisi dalam mengkritisi penerapan 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika.  
2. Secara praktis, sebagai masukan bagi aparat penegak hukum yang 
menangani perkara terkait dengan narkotika dalam menerapkan sanksi 
yang tepat untuk memberi efek jera para pelaku tindak pidana 
penyalahgunaan narkotik dan memberi pemahaman kepada masyarakat 
tentang sanksi hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga 
diharapkan masyarakat dapat menyadari dan menjauhi narkotika.  
E. Tinjauan Pustaka  
Tinjauan pustaka memuat tentang penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika. Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-
penelitian ilmiah sebelumnya dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan, 
berikut beberapa literatur yang masih berkaitan dengan permasalahan dalam 
penelitian ini. 
Laksana, Andri Winjaya (2015), “Tinjauan Hukum Pemidanaan 
terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi, 
Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 1, Januari-April 2015:74-85. Metode 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 
sosiologis atau socio legal research, yaitu cara atau prosedur yang digunakan 
untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang 




kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di 
lapangan.  
Hasil penelitian menunjukan, 1) Dasar pemidanaan penyalahgunaan 
narkotika dengan sistem rehabilitasi dilakukan dengan klasifikasi Terdakwa 
pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti 
pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian table Undang-undang Nomor 35 
tahun 2009, dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan Surat uji 
Laboratorium bedasarkan permintaan penyidik, Perlu Surat Keterangan dari 
dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, Tidak terdapat 
bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. 2) 
Hambatan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan 
Sistem Rehabilitasi dikarenakan sdanya benturan Antar Peraturan 
Perundangan tentang pemberian rehabilitasi kemudian menjadi pemicu awal 
kendala pelaksanaan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan Indonesia. 
Hafrida (2016) dalam jurnal PJIH (Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum) 
Vol. 3, No. 1, meneliti tentang “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna 
Narkotika sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan 
Daerah Jambi. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam kebijakan 
hukum pidana melalui peraturan perundang-undangan adalah memposisikan 
pengguna narkotika sebagai 'korban' yang membutuhkan rehabilitasi baik 
medis maupun sosial, bukan sebagai pelaku kriminal yang dijatuhi pidana 
penjara dan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Hal ini sangat penting 




Provinsi Jambi sepanjang tahun 2011 menempati urutan ke-13 wilayah 
terbesar penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bersifat empiris berdasarkan 
penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Jambi, BNN Provinsi Jambi, RSJ 
Jambi, dan LSM Granat. Analisis dilakukan terkait perumusan kebijakan 
hukum pidana dalam memandang pelaku pengguna narkotika sebagai korban 
tindak pidana. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengguna narkotika menurut 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan pelaku 
pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan 
dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa pengguna 
narkotika diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Data 
lapangan menunjukkan bahwa hampir 99% putusan hakim pengadilan negeri 
terhadap pengguna narkotika masih berupa pidana penjara walaupun 92% 
hakim pada Pengadilan Negeri se-Provinsi Jambi mengatakan bahwa pidana 
penjara bukan merupakan tindakan yang tepat, sementara putusan hakim 
merupakan gerbang utama dalam penanggulan tindak pidana 
Rahmanto, Tony Yuri (2017) melakukan penelitian dengan judul 
“Kepastian Hukum bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus 
di Provinsi Jawa Timur”, diambil dari jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 
17, No. 2, 2017.V17.265-282. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, 
mengetahui sejauhmana pidana kurungan dan program rehabilitasi dapat 




alternatif penanganan yang diberikan kepada pengguna. Metode penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif yang dilihat dari aspek hukum.  
Hasil analisis disimpulakan: Pertama, terdapat polemik tentang 
kepastian hukum terhadap sanksi pidana kurungan atau program rehabilitasi 
pada Undang-Undang tentang Narkotika. Kedua, sanksi tindakan rehabilitasi 
masih tepat bagi pengguna, namun diperlukan pengawasan yang serius agar 
pengguna penyalahguna mendapatkan haknya sesuai dengan prinsip kepastian 
hukum. Saran yang diberikan adalah dari jalur regulasi sebaiknya dipertegas 
bahwa hukuman bagi pengguna adalah rehabilitasi berdasarkan bukti-bukti 
yang jelas, dan keterpaduan pola pikir yang sama antara Aparat Penegak 
Hukum dalam memandang pengguna penyalahgunaan narkotika dimana 
jangan lagi diposisikan sebagai pelaku tindak pidana namun sebagai korban 
yang membutuhkan tindakan untuk penyembuhan. 
Hartanto, Wenda (2017), Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan 
Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas 
International yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara, 
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 1, Maret 2017:1-16). Permasalahan 
yang dihadapi yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan 
narkotika di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika, Bagaimana Perlindungan terhadap Anak Penyalahgunaan 
Narkoba Ditinjau dari Aspek Viktimologi dan Bagaimana Peredaran Sindikat 
Narkotika di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas Internasional ditinjau 




data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami 
hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem 
perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (library 
research).  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penegakan 
hukum terhadap kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika 
dikenakan sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan 
sanksi lainnya, Perlindungan bagi anak penyalahgunaan Narkotika ditinjau 
dari Aspek Viktimologi yaitu direhabilitasi karena anak tersebut disatu sisi 
menjadi pelaku dan sisi lainnya menjadi korban, Peredaran Narkotika ditinjau 
dari hukum internasional yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika 
pada awalnya dituangkan dalam The United Nation's Single Convention on 
Narcotic Drugs 1961 
Rizal P.A. Prakoso (2018), Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota 
Militer Menurut UU No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Militer, dalam Jurnal Lex Crimen, Vol. 7, No. 7. Penelitian 
Prakoso bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana militer dan 
bagaimana penerapan hukum pidana militer terhadap anggota militer sebagai 
penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian 
yuridis normatif.  
Hasil penelitian disimpulkan pengaturan terhadap Hukum Acara 
Pidana Militer menurut penulis, berbeda dari Hukum Acara Pidana 




tentang Penyidikan Pasal 1 angka (1) KUHAP. Undang-Undang No. 31 Tahun 
1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 1 angka (33). Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan 
terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana 
penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Berdasarkan pada beberapa 
ketentuan pidana yang mengancam pidana penjara maupun pidana denda 
tersebut, jelaslah bahwa tindak pidana narkotika adalah salah satu ketentuan 
hukum pidana yang berat ancaman pidananya.  
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Janis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis riset 
kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian 
yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data 
lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan 
maupun di tempat-tempat lain.8 Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 
penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data 
yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah 
data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan. 
Penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang 
dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan 
dengan  obyek  penelitian  atau  pengumpulan  data yang bersifat kepustakaan,  
                                                 




atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada 
dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-
bahan pustaka yang relevan.  
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian 
hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. 
Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 
peraturan-perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin.9 
Penelitian ini memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum, 
dimana penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum 
sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.  
Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar 
atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.10 
Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), 
dalam hal ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data 
sekunder berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, teori 
hukum dan pendapat para sarjana. 
3. Sumber Data 
Suatu penelitian selalu diperlukan data yang akan dicari kemudian 
diolah  dan  selanjutnya   dianalisis   untuk   mencari   jawaban   permasalahan  
                                                 
9 Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal. 33. 




penelitian yang diajukan.11 Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti 
harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana 
informasi ilmiah ituakan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan 
dalam penelitian kepustakaan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, 
refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, 
dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.12 
Jenis dan sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data yang 
dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara 
lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, 
buku-buku dan lain sebagainya.13 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai 
kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.14 Sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Undang-Undang 
No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan 
primer.15 Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-
hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal 
penelitian, media massa, dan makalah-makalah. 
                                                 
11 Ibid., hal. 41. 
12 Sanusi, Anwar, Metodologi Penelitian Bisnis, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hal. 32. 
13 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004, hlm. 30. 
14 Ashafa, Burhan, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 103. 




c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau 
menunjang bahan hukum primer dan sekunder.16 Bahan tersier pada 
penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang 
berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 
akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.17 
Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data.18 Teknik 
pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer 
dan sumber data sekunder. Oleh karena sumber data berupa data-data tertulis, 
maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
dokumentasi. 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan 
(library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data 
dilakukan melalui data tertulis.19 Terkait dengan permasalahan ini peneliti 
menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah 
awal dalam metode pengumpulan data, yang diarahkan kepada pencarian data 
                                                 
16 Ibid., hal. 104. 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. R & D, Bandung: Alfabeta, 2016, 
hlm. 224. 
18 Ratna, Nyoman Kutha, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosoal 
Humaniora Pada Umumnya, Jakarta: PustakaPelajar, 2010, hlm. 233. 




dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, 
gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses 
penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi 
lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada 
situasi sosial yang diteliti.20 
5. Metode Analisis Data  
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data 
kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan 
dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah 
laku yang diobservasikan dari manusia.21 
Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan 
menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti 
(makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. 
Analisis isi (content analysis) adalah sebuah metode analisis yang integratif 
dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, 
dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikasi 
dan relevansinya.22 Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk 
menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang 
bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).23 
                                                 
20 Sugiyono, Op Cit., hlm. 291. 
21 Ashafa, Burhan, Op Cit., hlm. 16. 
22 Bungin Burhan, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 
hlm. 147. 




Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini analisis data 
didapatkan dari bahan-bahan yang ada, antara lain putusan pengadilan, buku-
buku penunjang di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku 
yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Dari 
bahan yang sudah ada dikumpulkan kemudian dianalisis serta dikembangkan 
dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara 
data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan. 
G. Sistematika Penulisan  
Suatu penelitian sudah tentu memerlukan sistematika penulisan. 
Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi 
ini, berikut susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini. 
Bab I  Pendahuluan. Memuat tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tindak Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika. Bab ini 
membahas tinjauan umum tentang narkotika, meliputi pengertian 
narkotika, penggolongan narkotika, penyalahgunaan narkotika, 
pecandu narkotika, dampak penggunaan narkotika; tinjauan umum 
tentang tindak pidana, meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur 
tindak pidana, sanksi pidana; dan tinjauan tentang tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil 




penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan penerapan sanksi pidana 
terhadap penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 116/ 
Pid.Sus/2020/PN Bbs.  
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan 
diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis yang bersifat 




TINDAK PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 
 
A. Tinjauan Umum tentang Narkotika  
1. Pengertian Narkotika  
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.24 Istilah 
narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti 
kaku seperti patung atau tidur.25 
Narkotika dapat dikatakan sebagai zat yang digunakan menyebabkan 
seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah 
narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku 
seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan 
sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika. Secara umum, 
narkotika mampu menurunkan dan mengubah kesadaran dan mengurangi 
bahkan menghilangkan rasa nyeri. Di dunia pengobatan, senyawa ini 
digunakan sebagai obat bius yang dipakai membius orang yang akan di 
operasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung.26  
                                                 
24 Tanjung, Mastar Ain, Pahami Kejahatan Narkoba, Jakarta: Lembaga Terpadu 
Pemasyarakatan Anti Narkoba, 2005, hlm. 3. 
25 Atmasasmita, Romli, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum 
Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 3. 





Narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya 
diambil dari benda-benda tersebut, yakni morfin, heroin, kodein, hasis, 
kokain. Dan termaksud juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat 
obat-obat yang tergolong dalam hallucinogen dan stimulani. Lebih lanjut 
menurut menurut Staatblad 1972, bahan-bahan yang terutama mempunyai 
efek kerja pembiusan, yang dapat menurunkan kesadaran juga menimbulkan 
gejala-gejala fisik dan mental lainnya semua dipakai secara terus-menerus dan 
liar dengan akibat ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.27  
Istilah narkotika di Indonesia memiliki nama latin narcotics yang 
berarti obat bius. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika mendefinisikan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan.28 Pada Pasal 2 dijeaskan bahwa prekursor narkotika adalah 
zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam 
pembuatan narkotika. Kemudian dalam Pasal 3 menyatakan bahwa produksi 
adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan 
menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi 
atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, 
termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika. 
                                                 
27 Hidayat, Alimul Aziz, Ketrampilan dasar Praktek Klinik Kebidanan, Jakarta: Salemba 
Medika, 2010, hlm. 24. 




Berdasarkan pengertian-perngertian narkotika di atas, dapat penulis 
simpulkan bahwa narkotika yaitu merupakan suatu zat atau bahan aktif yang 
jika dipergunakan dengan cara memasukkan ke dalam tubuh akan membawa 
pengaruh pada tubuh. Zat atau bahan aktif tersebut dapat bekerja pada sistem 
saraf pusat (otak), dan dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya 
kesadaran serta dapat menghilangkan rasa sakit sehingga menimbulkan 
ketagihan. Efek penggunaan narkotika tersebut dapat berupa menenangkan, 
merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinas.  
2. Penggolongan Narkotika  
Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan berdasarkan 
bahan pembuatannya. Narkotika digolongkan menjadi: 
a. Narkotika Alami. Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai 
narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya 
terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses 
sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk 
terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh 
narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka. 
b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis. Narkotika jenis ini memerlukan proses 
yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai 
penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya seperti amfetamin, metadon, 
dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.29  
                                                 




Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 6 
ayat (1), jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu: 
a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terap, 
serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan 
sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 
mengakibatkan ketergantungan. 
c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak 
digunakan dalam terapi dan/atau untuk ujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan. 
3. Penyalahgunaan Narkotika  
Narkotika sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, 
atau untuk menghilangkan rasa sakit/nyeri. Tetapi, dalam keadaan tertentu 
dapat digunakan untuk mendapatkan efek memabukkan dari penggunaan 
narkotika. Hal ini menyebabkan narkotika sering disalahgunakan. 
Penyalahgunaan narkotika merujuk pada Pasal 1 angka (15) Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi “Orang yang 
menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”  
Berdasarkan jurnal BNN Republik Indonesia yang dilakukan pada para 




Rehabilitasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang 
menyebabkan seseorang menyalahgunakan Narkotika dengan tanpa hak dan 
melawan hukum, yaitu: 
a. Faktor Individu 
1) Rasa keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau 
berpikir panjang mengenai akibatnya; 
2) Keinginan bersenang-senang; 
3) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya; 
4) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok; 
5) Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup; 
6) Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak 
menimbulkan ketagihan;  
7) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan 
atau kelompok pergaulan untuk menggunakan Narkotika; 
8) Tidak dapat berkata tidak terhadap Narkotika. 
b. Faktor Lingkungan 
1) Lingkungan Keluarga;  
2) Lingkungan Sekolah; dan 
3) Lingkungan Teman Sebaya. 
Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan narkotika dengan 
tujuan dalam keadaan tertentu dapat digunakan untuk mendapatkan efek 
memabukkan dari penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan 




Narkotika. Namun dalam pengertian lain juga dapat dikatakan korban 
penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam ketentuan umum pada pasal 1 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Korban 
penyalahgunaan Narkotika dijelaskan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa “korban 
penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan 
narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk 
menggunakan narkotika.” Dalam hal ini, bukan kemauan dari si pengguna 
atau si pemakai. 
4. Pecandu Narkotika  
Seseorang yang mengkonsumsi narkotika secara terus menerus dan 
dalam waktu yang berkepanjangan, maka dapat memunculkan keinginan yang 
kuat dari pengguna atau pemakai narkotika tersebut untuk menggunakan 
narkotika kembali. Kondisi tersebut, pengguna narkotika tersebut mengalami 
ketergantungan narkotika. Definisi ketergantungan Narkotika dapat dilihat 
pada Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, bahwa “ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai 
oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan 
takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila 
penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan 
gejala fisik dan psikis yang khas.” Pecandu narkotika dapat dikatakan jika 




Pengertian pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka (13) Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang 
menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan 
ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Kondisi fisik 
pengguna atau pemakai yang ketergantungan narkotika inilah yang menjadi 
keadaan yang membahayakan bagi pecandu narkotika, sehingga dapat 
berakibat kerusakan organ tubuh dan dapat berakibat kematian pengguna. 
5. Dampak Penggunaan Narkotika 
Merujuk pada pengertian narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui dampak penggunaan narkotika 
sebagai berikut: 
a. Dampak Positif Penggunaan Narkotika.  
Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika 
dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada 
dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan 
tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan 
darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian 
narkotika menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu 
sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan 
dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang 
berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas 




Dampak positif stimulan dalam kesehatan, antara lain efek dari 
narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan 
otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunaanya 
lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira 
untuk sementara waktu. Selain itu bagi depresan, efek narkoba yang bisa 
menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, 
sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri.  
b. Dampak Negatif Penggunaan Narkotika 
Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin 
dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang 
cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba 
memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Akibat yang ditimbulkan dari 
konsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 
Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1: Narkotika adalah zat atau obat 
yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 
nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 
dan dapat menimbulkan ketergantungan. 
Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika bila 
dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan 
menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan obat atau zat lainnya, 




untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan 
mencintainya melebihi siapapun. Tiga sifat khusus yang sangat berbahaya 
itu adalah: 
1) Habitual, yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan 
selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu 
mencari dan rindu (seeking). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai 
narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (relaps). Perasaan 
kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan 
kenikmatan yang disebut (suggest).  
2) Adiktif yaitu sifat narkotika yang membuatpemakainya terpaksa 
memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau 
pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat 
atau withdrawal effectyaitu perasaan sakit luar biasa. 
3) oleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin 
lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri 
dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang 
semakin tinggi. Bila dosisnya tidka dinaikkan, narkotika itu tidak akan 
bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk 
memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, 
dosisnya harus dinaikan.30 
Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara 




bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan 
menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika 
dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehinga cenderung kepada 
penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-
penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka 
masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih 
memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan 
masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat 
berpengaruh terhadap kesehatan, social dan ekonomi suatu bangsa. Berikut 
ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari pengunaan narkotika:  
1) Depresan ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan 
system syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat 
pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan 
diri. Misalnya morphin, ophium, heron, cocein, pentazocine, dan 
naloxan. 
2) Stimulant ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat 
mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otakbekerja 
lebih cepat dari kerja biasanya sehinga mengakibatkan seseorang lebih 
bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih 
senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: kafein, 
ephedrine,  nicotine,  kokain,  amphetamine,  dan MDMA atau ekstasi.  
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Halusinogen ialah efek dari narkoba ygt bila dikonsumsi dalam jumlah 
dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu 
seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak 
nyata). Misalnya: datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan canibas. 
3) Adiksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat 
menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang 
dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung 
bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan 
syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.31 
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
Tindak pidana sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. 
Strafbaar feit terdiri dari tiga kata straf artinya pidana, baar artinya dapat atau 
boleh dan feit adalah perbuatan. Kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara 
utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum, yang sudah lazim 
hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama 
dengan recht. Kata baar, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan 
dapat, sedangkan kata feit digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, 
pelanggaran, dan perbuatan.32 
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Mencermati, maka istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat 
dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Berikut penjelasan dari beberapa 
ahli hukum terkait dengan rumusan tindak pidana. Menurut Pompe, strafbaar 
feit secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma 
(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak 
disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan hukum.33 Utrecht mendefinisikan strafbaar feit 
dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena 
peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan 
natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena 
perbuatan atau melakukan itu).34 
Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan 
kriminalisasi, dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang 
semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses 
penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang 
berada di luar diri seseorang.35 Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum 
pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, 
strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal 
responsibility)dan masalah pidana dan pemidanaan. 
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Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan 
sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
melanggar larangan tersebut.36 Simons merumuskan tindak pidana sebagai 
sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam 
dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. 
Prodjodikoro menerangkan bahwa tindak pidana itu adalah suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.37 Jonkers 
menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu perbuatan yang melawan hukum 
(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 
dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.38 Mencermati 
rumusan tindak pidana di atas, maka perumusan strafbaar feit adalah 
perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. 
Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, 
antara lain: 
a. Harus ada perbuatan manusia; 
b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum; 
c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana; 
d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;  
e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.39 
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Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 
yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah 
diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat.40 
Berdasarkan penjelasan tentang istilah yang dipergunakan para ahli 
hukum sebagai terjemahan strafbaarfeit, maka dapat disimpulkan bahwa 
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana 
dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut. Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat 
aturan hukum pidana dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di 
Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun 
hukum yang tidak tertulis. Jadi, tindak pidana pada dasarnya cenderung 
melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Tindak pidana sebagai suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, 
tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan 
atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Pada 
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hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) 
oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 
karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). 
Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Prasetyo, yaitu: 
a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang 
ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana 
tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari sifat 
melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, dan kausalitas.  
b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 
yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 
sesuatu yang tetkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 1) 
Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa), 2) Maksud pada 
suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, 3) 
Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 4) Merencanakan 
terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu 
pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dan 5) Perasaan takut 
seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.41 
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia 
(positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), diancam 
dengan pidana, melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.42 Menurut 
Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur adanya 
                                                 




perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam syarat formal, dan bersifat 
melawan hukun. Selanjutnya Jonkers menyebutkan unsur-unsur tindak pidana 
antara lain perbuatan (yang), melawan hukum (yang berhubungan dengan), 
kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dan dipertanggung 
jawabkan.43 
Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-
unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.44 
a. Unsur Subjektif, menurut Leden, unsur subjektif adalah unsur yang berasal 
dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada 
hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud dalam hal 
ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. 
Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri 
atas tiga bentuk, yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan 
keinsafan pasti, dan kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. 
Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yakni tak berhati-hati dan dapat menduga 
akibat perbuatan itu.45 
b. Unsur Objektif, menurut Leden, unsur objektif merupakan unsure dari luar 
diri pelaku yang terdiri empat unsur, yaitu: pertama, perbuatan manusia 
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(berupa act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan omission 
(yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang 
mendiamkan atau membiarkan), kedua, akibat perbuatan manusia. Akibat 
tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya 
nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya, 
ketiga, keadaan-keadaan. Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan 
antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah 
perbuatan dilakukan, dan keempat, sifat dapat dihukum dan sifat melawan 
hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan 
dengan larangan atau perintah.46 
3. Sanksi Pidana 
Sanksi pidana diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, 
penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan 
hukuman pidana.47 Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab 
adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan 
mempeoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari 
pihak berwajib.  
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Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang 
diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana 
atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan 
hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk 
merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang 
bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan 
manusia itu sendiri.48 
Mencermati pengertian sanksi pidana, Ali menyimpulkan bahwa 
bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita 
kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan 
(perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan 
(hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan 
sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.49 
Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat 
didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP 
menentukan, bahwa pidana terdiri dari: 
a. Pidana Pokok, terdiri dari: 
1) Pidana Mati, hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan 
tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena 
perbuatannya. Keberadaan pidana mati dalam hukum pidana (KUHP), 
merupakan  sanksi  yang paling  tertinggi apabila dibandingkan dengan  
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sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di 
dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan 
atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat 
serius dan berat.50 
2) Pidana Penjara, merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan 
atau perampasam kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan 
pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap 
perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada 
terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan 
bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu ungtuk 
membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi 
anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa 
dan Negara.51 
3) Pidana Kurungan (Hechtenis), adalah bentuk-bentuk dari hukuman 
perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si 
terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu 
dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan 
kemerdekaan orang.52  
4) Pidana Denda, adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, 
dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit 
dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Pasal 30 ayat 2 KUHP 
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apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, 
yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal 
enam bulan. 
5) Pidana Tutupan, dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini 
dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita 
Republik Indonesia Tahun II No. 24. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) 
dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan 
kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud 
yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. 
Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya 
sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih 
pada tempatnya.” Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur 
tersendiri dalam Peraturan Pemerintah 1948 No. 8. Dalam peraturan 
ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, 
antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.53 
b. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara 
tersendiri, melainkan selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan 
sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di 
dalam Pasal 10 KUHP adalah pencabutan hak-hak tertentu, pidana 
perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.54 
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a. Pencabutan hak-hak tertentu. Menurut Vos, pencabutan hak-hak 
tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan 
pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua 
hal, antara lain tidak bersifat otomasis dan jangka waktu pencabutan 
hak oleh hakim.55 
b. Pidana perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan 
merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. 
Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenakan atas 
barang-barang tertentu saja, tidak diperkenakan untuk semua barang. 
Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. 
Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim 
pidana diatur dalam Pasal 39 KUHP.56 
c. Pengumuman putusan hakim. Pidana pengumuman putusan hakim ini 
hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam 
undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan 
suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari 
suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada 
seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap 
si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang 
mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.57 
Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 KUHP. 
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C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Tindak pidana narkotika merupakan penyalahgunaan narkotika. 
Merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas 
dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi 
pelanggarnya. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat diartikan 
dengan perbuatan yang melangar ketentuan hukum narkotika.58 Undang-
undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (15) menjelaskan 
bahwa “Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak 
atau melawan hukum”.  
Kejahatan narkotika tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, 
akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut 
termasuk dalam kejahatan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 
ayat (18) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa 
pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol 
atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta 
melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, 
menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan 
suatu tindak pidana narkotika. 
Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika menyatakan: Kejahatan Terorganisir adalah kejahatan yang 
dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang  
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atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama 
dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika. Pelaku 
penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai 
“pengedar” dan/atau “pemakai”.  
Berikut ini jenis-jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika: 
1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika; Tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu 
perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. 
2. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika; tindak 
pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan hanya dalam 
arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan akspor impor dan tukar 
menukar narkotika. 
3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika; tindak pidana 
dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, 
dan mentransito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang 
pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau 
kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik 
sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkotika.  
4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika. 
5. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika; 
orang tua/wali memiliki kewajiban melaporkan pecandu narkotika. Karena 
jikakewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana 




6. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui 
bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan 
narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 
45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika 
syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media 
cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak 
pidana. 
7. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. 
Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan 
untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti 
tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan 
dalam putusan pengadilan. 
8. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur; 
Tindak pidana di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang 
dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama 
dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena 
itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan 
kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.59 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia 
Penyalahgunaaan narkoba bukanlah suatu kejadian sederhana yang 
bersifat mandiri, tetapi merupakan akibat dari berbagai faktor secara kebetulan 
terjalin mejadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak 
terkait. Perkembangan peredaran narkotika pun bersifat transnasional serta 
dilakukan dengan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengaman 
hasil-hasil kejahatan narkotika sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan 
narkotika sudah menjadi ancaman sangat serius bagi kehidupan manusia.60 
Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang narkotika 
dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan 
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan yang terakhir diperbaharui kembali 
menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 
bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang 
pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah 
terjadinya penyalahgunaan narkotika. Perkembangan penyalahgunaan 
narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan 
aturan yang mengatur tindak pidana penayalahgunaan narkotika yaitu 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.61  
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Konsiderans Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu 
dilakukan upaya di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, pada satu sisi 
dengan mengusahkan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat 
dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan 
pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika dan prekursor narkotika. 
Untuk lebih memahami adanya pembatasan ruang lingkup yang jelas 
pengaturan tindak pidana antara penyalahgunaan narkotika, terlebih dahulu 
penulis sampaikan penggolongan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika, menggolongkan narkotika pada Pasal 6 ayat 
(1) yang menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi tiga golongan, 
yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.  
1. Narkotika Golongan I. Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, 
serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.  
2. Narkotika Golongan II. Narkotika berkhasiat untuk pengobatan digunakan 
sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 
mengakibatkan ketergantungan. 
3. Narkotika golongan III. Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak 
digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 




Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya 
menyebutkan ada tiga golongan narkotika. Narkotika golongan I tidak 
digunakan untuk kepentingan pengobatan, tetapi kegunannya sama dengan 
psikotropika golongan I yang hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 
Pasal 8 menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I 
dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan untuk reagnesia dianostik, serta reagnasia laboratorium setelah 
mendapat izin menteri atas rekomendasi dari kepala Badan Pengawasan Obat 
dan Makanan. Kemudian dalam hal pengobotan, Pasal 53 Undang-Undang 
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa untuk kepentingan 
pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan 
narkotika golongan II atau III dalam jumlah yang terbatas dan sediaan tertentu 
keada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia pada awal 
tahun 1970 sudah meluas di masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar 
sudah semakin banyak. Masyarakat dan Pemerintah serta DPR memandang 
perlu segera dibentuk suatu undang-undang yang dapat menjangkau setiap 
bentuk penyalahgunaan narkotika.62 Penyalahgunaan narkotika terdapat jenis 
kejahatan yang muncul pada tahun 1970 dan menggangu stabilitas politik serta 
keamanan dalam rangka menjamin suksesnya pembangunan nasional. Pada 
tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan Intruksi No. 6 Tahun 1971 
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kepada Kepala Bakin untuk memberantas masalah yang mengahambat 
pelaksanaan pembangunan nasional. 
Semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, 
Undang-Undang Anti Narkotika mulai direvisi. Sehingga disusunlah Undang-
Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang baru. Dalam Undang-
Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku 
kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. 
Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak 
melakukan tindak pidana narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidana yang 
lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang 
ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat 
mengancam ketahanan keamanan nasional.  
Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan 
pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat 
nasional di bidang narkotika dengan tetap memperhatikan secara sungguh-
sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kemudian dalam perkembangannya, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 
tentang Narkotika diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, yang mendasarkan pada alasan bahwa narkotika merupakan zat 
atau obat yang sangat bermanfaat dandiperlukan untuk pengobatan penyakit 
tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan 




perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih 
merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 
yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-
nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan 
nasional. 
Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak 
pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Pengaturan tindak pidana 
terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV 
Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Tindak pidana 
penyalahgunaan narkodika di Indonesia dikategorikan dalam empat kategori 
tindakan melawan hukum yang dilarang undang-undang dan dapat diancam 
dengan sanksi pidana,63 yakni: 
1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, 
menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor 
narkotika.  
Untuk narkotika golongan I: 
Pasal 111: 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan 
miliar rupiah). 
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(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk 
tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 
(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 112: 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 
bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).  
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,atau 
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Untuk narkotika golongan II: 
Pasal 117:  
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan 
Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Untuk narkotika golongan III: 
Pasal 122  
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, 




paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan 
Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga).  
 
Prekursor narkotika untuk perbuatan narkotika kategori pertama: 
Pasal 129 huruf (a) 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:  
a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika;  
 
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor 
narkotika. 
Untuk narkotika golongan I: 
Pasal 113  
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 
melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 
beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 








Untuk narkotika golongan II: 
Pasal 118 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).  
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 
mati,pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
 
Untuk narkotika golongan III: 
Pasal 123  
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan IIIsebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda maksimumsebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Perkursor narkotika untuk perbuatan narkotika kategori kedua: 
Pasal 129 huruf (b) 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:  
b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika;  
 
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 




Untuk narkotika golongan I: 
Pasal 114  
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual 
beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan I, dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau 
menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 
melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 
beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
 
Pasal 116  
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika 
Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah).  
(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian 
Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat 
permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati,pidana penjara seumur 
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimumsebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Untuk narkotika golongan II: 
Pasal 119  
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual 
beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 
12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 




(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 
mati,pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
 
Pasal 121  
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika 
Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan 
miliar rupiah). 
(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian 
Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat 
permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati,pidana penjara seumur 
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimumsebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Untuk narkotika golongan III: 
Pasal 124  
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual 
beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana 
denganpidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 
(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).  
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda maksimumsebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 126  
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan 




pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 
(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).  
(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian 
Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat 
permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
maksimumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
 
Perkursor narkotika untuk perbuatan narkotika kategori ketiga: 
Pasal 129 huruf (c) 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:  
c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika;  
 
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, 
mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika  
Untuk narkotika golongan I: 
Pasal 115  
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).  
(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 
melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, 
pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 








Untuk narkotika golongan II: 
Pasal 120  
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda maksimumsebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Untuk narkotika golongan III: 
Pasal 125  
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  
(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan III sebagaimanadimaksud pada ayat 
(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan pidana denda maksimumsebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Perkursor narkotika untuk perbuatan narkotika kategori keempat: 
Pasal 129 huruf (d) 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:  
d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika. 
 
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa 
pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi pertanggungjawaban 
pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan 




pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia dan korporasi sebagai 
subjek tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan 
narkotika atau prekursor narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau 
prekursor narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain.  
Pengaturan tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di 
Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, dalam ketentuan pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. 
Pelayalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum 
yang dilarang oleh undang-undang, yang terbagi menjadi empat kategori, 
yaitu: pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, 
menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (Pasal 111 dan Pasal 112), 
golongan II (Pasal 117), golongan II) (Pasal 122), dan perkursor (Pasal 129 
huruf (a)); kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I (Pasal 113), 
golongan II (Pasal 118), golongan III (Pasal 123), dan perkusor (Pasal 129 
huruf(b)); ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 
atau menyerahkan narkotika golongan I (Pasal 114 dan Pasal 116), golongan 
II (Pasal 119 dan Pasal 121), golongan III (Pasal 124 dan Pasal 126), dan 
perkursor (Pasal 129 huruf(c)); dan keempat, yakni perbuatan-perbuatan 
berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika golongan 
I (Pasal 115), golongan II (Pasal 120), golongan III (Pasal 125), dan perkursor 




B. Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada 
Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Bbs 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan 
untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan 
mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam undang-
undang tersebut diatur juga mengenai prekursor narkotika karena prekursor 
narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat 
digunakan dalam pembuatan narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, juga dilampirkan mengenai prekursor narkotika dengan 
melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis prekursor narkotika.  
Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan 
diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan 
atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan 
akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya 
generasi muda. Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian 
dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika, perlu adanya sanksi pidana yang berat terhadap 
penyalahgunaan narkotika dan bagi penyalahgunaan prekursor narkotika 
untuk pembuatan narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, baik 
dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, 
pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana 




Kasus perkara nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Bbs, merupakan tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika yang perlu adanya sanksi pidana untuk 
menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika dan prekursor narkotika, baik dalam bentuk pidana minimum 
khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Penetapan sanksi pidana hukum 
yang akan digunakan dalam surat dakwaan haruslah dilakukan dengan cermat 
agar sangsi pidana sesuai dengan perbuatannya. Adapun gambaran kasus 
perkara nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Bbs, sebagai berikut: 
1. Identitas Terdakwa  
Nama lengkap  : Lutfi Nur Afif Alias Dapol Bin Tasro; 
Tempat lahir  : Brebes; 
Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 31 Agustus 1994; 
Jenis kelamin  : Laki-laki; 
Kebangsaan  : Indonesia; 
Tempat tinggal  : Dk. Pagejahan, RT. 01 RW. 06 Desa Kalierang 
  Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes 
Agama  : Islam; 
Pekerjaan  : Karyawan swasta. 
2. Kasus Posisi  
Pada kasus tersebut Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 
sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah saksi Muhamad Agung Wibowo 
di Dukuh Krajan 03 Desa Negaradaha Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Bumiayu 




Terdakwa menceritakan bahwa dia telah mengkonsumsi ganja. Muhamad 
Agung Wibowo menanyakan kepada Terdakwa apakah masih memiliki 
ganja, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada dan akan 
ditanyakan kepada pemiliknya. 
Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 09.00 
Wib dihubungi melalui handphone oleh Muhamad Agung Wibowo yang 
menanyakan apakah memiliki ganja dan akan membeli ganja untuk saksi 
Arif Sigit Setiawan. Terdakwa menyanggupi dan akan memberitahu 
Muhamad Agung Wibowo apabila sudah memiliki ganja. Kemudian 
Terdakwa menghubungi sdr. Teguh (belum tertangkap) untuk menanyakan 
apakah sdr. Teguh memiliki ganja karena Terdakwa akan membeli ganja 
sebanyak satu paket. Sdr. Teguh akan memberikan informasi kepada 
Terdakwa apabila sudah memiliki ganja. 
Sdr. Teguh pada pukul 15.45 Wib menghubungi Terdakwa dan 
memberitahu bahwa sdr. Teguh telah memiliki ganja dan meminta untuk 
bertemu dengan Terdakwa dipinggir jalan raya masuk Desa Langkap 
Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes kemudian Terdakwa sekira pukul 
16.00 Wib dipinggir jalan raya masuk Desa Langkap Kecamatan Bumiayu 
Kabupaten Brebes. Setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang 
miliknya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Teguh 
setelah itu sdr. Teguh menyerahkan satu paket berisi ganja yang terdiri 




Setelah memiliki ganja kemudian Terdakwa memberitahukan 
kepada Muhamad Agung Wibowo dan meminta agar saksi Muhamad 
Agung Wibowo menemuinya di tempat lomba burung merpati masuk 
Desa Negaradaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Terdakwa pada 
pukul 16.30 Wib di tempat lomba burung merpati bertemu dengan saksi 
Muhamad Agung Wibowo, lalu Terdakwa menyerahkan satu paket ganja 
yang berisi ranting, daun, dan biji kepada saksi Muhamad Agung Wibowo 
dan menerima uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 
kemudian pulang ke rumahnya. 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 
subsideritas, yaitu dakwaan primair dan dakwaan subsidiair. Adapun 
dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut: 
a. Primair.  
Terdakwa Lutfi Nur Afif Alias Dapol Bin Tasro pada 
hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib dan pukul 
16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam 
bulan mei tahun 2020 bertempat dipinggir jalan raya masuk Desa 
Langkap Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dan ditempat lomba 
burung merpati masuk Desa Negaradaha Kecamatan Bumiayu 
Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu 
yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, 




membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan I.  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
b. Subsidiair 
Terdakwa Lutfi Nur Afif Alias Dapol Bin Tasro pada hari 
Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan mei tahun 2020 
bertempat dipinggir jalan raya masuk Desa Langkap Kecamatan 
Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Brebes, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 
memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediaka Narkotika 
Golongan I dalam bentuk tanaman.  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya agar majelis hakim 
yang mengadili perkara tersebut memutuskan: 
a. Menyatakan Terdakwa Lutfi Nur Afif Alias Dapol Bin Tasro terbukti 




“Narkotika” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 
114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTFI NUR AFIF alias 
DAPOL Bin TASRO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 
6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda 
sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak 
dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 
c. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) handphone android warna putih gold merk Xiaomi Redmi 
4 A dengan nomor handphone 081236333658; 
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi 3 warna gold 
dengan nomor handphone 085624312708; 
- 1 (satu) unit Handphone Android, warna hitam merk Xiaomi 
Redmi Note 7 dengan nomor Handphone 081717779964; 
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk Caffa; 
- 1 (satu) bendel kertas papir merk Bufallo Bill dan; 
- 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas minyak warna coklat dengan 
berat isi 1,75341 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan 
laboratories kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik) 




d. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). 
6. Amar Putusan  
Keputusan hakim dalam kasus perkara tersebut memperhatikan, 
Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 
KUHPdan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. 
Berikut amar putusan pada kasus perkara Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Bbs. 
a. Menyatakan Terdakwa Lutfi Nur Afif Alias Dapol Bin Tasro telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I”, 
sebagaimana dalam dakwaan Primair; 
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah 
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 
(tiga) bulan; 
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  




e. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) handphone android warna putih gold merk Xiaomi Redmi 
4 A dengan nomor handphone 081236333658; 
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi 3 warna gold 
dengan nomor handphone 085624312708; 
- 1 (satu) unit Handphone Android, warna hitam merk Xiaomi 
Redmi Note 7 dengan nomor Handphone 081717779964; 
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk Caffa; 
- 1 (satu) bendel kertas papir merk Bufallo Bill dan; 
- 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas minyak warna coklat dengan 
berat isi 1,75341 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan 
laboratories kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik) 
dirampas untuk dimusnahkan; 
f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 
7. Analisis Penulis  
Bentuk dakwaan kasus perkara nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Bbs, 
termasuk dalam dakwaan subsideritas. Dakwaan ini terdapat beberapa 
tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari 
tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan 
ancaman pidananya. Dalam dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan 




perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru 
dibuktikan dakwaan berikutnya. 
Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mohon 
keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di dalam 
persidangan, Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, 
Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan 
mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa tulang 
punggung keluarga. Terdakwa di persidangan telah memberikan eterangan 
yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa ditangkap oleh Polisi tanpa melakukan perlawanan pada 
hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.00 wib. didalam rumah 
Terdakwa termasuk Dk. Pagenjahan Desa Kalierang Kec. Bumiayu Kab. 
Brebes karena telah membeli ganja untuk teman Terdakwa yang bernana 
Agung yaitu Terdakwa dalam perkara lain. Barang bukti milik Terdakwa 
yang disita Polisi yaitu 1 (satu) unit Handphone Android warna putih gold 
merk Xiaomi Redmi 4 A yang ditemukan diatas tempat tidur kamar 
Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi mendapatkan ganja. 
Terdakwa mendapatkan ganja dari saudara Teguh dan tidak tahu 
berapa gram, tetapi setelah diperiksa ditimbang seberat 1,83732 gram. 
Harga ganja tersebut adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu 
rupiah) mendapat 3 (tiga) linting. Saudara Agung membeli ganja untuk 




dari mana saudara Teguh memperoleh ganja. Sampai sekarang saudara 
Teguh belum tertangkap Polisi. 
Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja sebanyak 2 (dua) kali, 
namun Terdakwa membeli ganja kepada saudara Teguh baru 1 (satu) kali 
dengan memesan pada saudara Teguh dengan cara pesan melalui WA 
seharga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) dapat 2 linting. Efek samping 
mengkonsumsi ganja adalah badan menjadi lemas dan ingin tidur terus. 
Tujuan Terdakwa membelikan ganja untuk Agung karena rasa solidaritas 
sebagai teman. Terdakwa tidak dapat untung dari pembelian ganja, hanya 
karena rasa solidaritas sebagai teman saja. Terdakwa tahu bahwa ganja 
dilarang untuk dijual bebas karena tidak ada ijin dari yang berwajib untuk 
dapat memiliki ganja. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi. 
Setelah ditangkap Polisi lalu Terdakwa, Saudara Sigit dan Saudara 
Agung dibawa ke Polres Brebes dengan menggunakan mobil. Terdakwa 
memesan dan diberi kabar ada ganja dari saudara Teguh melalui HP pada 
hari Jum’at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 15.45 wib dan menerima 
ganja sekira pukul 16.00 wib di pingir jalan raya masuk Desa Langkap 
Kec. Bumiayu Kab. Brebes. Terdakwa menyerahkan ganja kepada saudara 
Agung pada hari Jum’at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 16.30 wib. di 
tempat lomba burung merpati yang akan dikonsumsi bareng-bareng 





Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat 
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Dalam kasus ini, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan 
dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu 
mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah: 
1. Setiap orang. 
Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau pribadi 
yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan 
pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana. Subyek 
hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum ialah 
individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi atau 
institusi). 
Di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 
seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu 
Terdakwa Lutfi Nur Afif Alias Dapot Bin Tasro dimana dalam 
persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan 
identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam 
persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan 
kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang 
mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang 




terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang 
pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara Lutfi Nur Afif 
Alias Dapot Bin Tasro yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di 
persidangan adalah benar sebagai Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta 
hukum tersebut maka Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu 
dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak 
terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga unsur setiap 
orang telah terpenuhi. 
2. Tanpa hak atau melawan hukum. 
Setiap orang siapapun diperbolehkan untuk menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual 
beli, menukar, menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman 
tetapi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika 
Golongan I dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. 
Artinya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 
menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. 
Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “ atau” antara tanpa 
hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua 
rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah 
terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “ melawan 




Unsur ini dapat diartikan tidak memiliki kewenangan untuk 
berbuat sesuatu dalam batasan tertentu dan dibatasi aturan hukum jika 
dikaitkan dengan perkara yang ada, berdasarkan keterangan para saksi 
surat, petunjuk, dan Terdakwa maka unsur ini terpenuhi dengan 
perbuatan Terdakwa LUTFI NUR AFIF alias DAPOL Bin TASRO 
yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, perantara 
dalam jual beli, menukar, menyerahkan karena Terdakwa adalah 
seorang pekerja swasta dan bukanlah seorang dokter, bukan seorang 
tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidak-
tidaknya orang yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus atau 
wewenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan narkotika golongan I. Jadi, unsur “tanpa hak atau 
melawan hukum” telah terpenuhi. 
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 
Golongan I. 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang 
dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 




a.  Arti “menawarkan” untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu 
kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, 
menawarkan untuk dijual dapat dilakukan langsung kepada calon 
pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana 
telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau 
tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud 
agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. 
b. Arti “menjual“ adalah memberikan sesuatu kepada orang lain 
untuk memperoleh uang pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi 
dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. 
c. Arti “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran 
(pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud 
terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada 
pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga 
barang yang diperoleh. 
d. Arti “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian 
dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi 
miliknya atau setidaktidaknya berada dalam kuasanya.  
e. Arti “menjadi perantara dalam jual beli “adalah sebagai 
penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya 
tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang 




tersebut mendapatkan barang berupa narkotika sudah dapat 
digolongkan sebagai perantara dalam jual beli.  
f. Arti “menukar “adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya 
tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis 
sesuai kesepakatan. 
g. Arti “menyerahkan“ adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan 
orang lain. 
Berdasarkan keterangan saki-saksi di persidangan dan 
keterangan terdaksa satu sama lain saling bersesuaian dan 
berhubungan serta barang bukti terkungkap fakta-fakta bahwa 
Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika 
golongan I. Dengan demikian unsur ketiga tersebut juga telah 
terpenuhi. Karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan primair dan tidak mempertimbangkan 
dakwaan subsidiair.  
Dari pembabahasan di atas, menurut penulis penerapan sanksi 
pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 
116/Pid.Sus/2020/PN Bbs sudah benar dan sesuai dengan prosedur hukum, 




termasuk dalam dakwaan subsideritas sehingga majelis hakim terlebih 
dahulu membuktikan dakwaan primair, yaitu tindak pidana yang terberat, 
perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur pidana 
penjara juga mengatur pidana denda, dengan sanksi pidana minimum 
khusus yaitu menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan 






A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaturan tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia 
di atur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Pelayalahgunaan narkotika 
dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilarang oleh 
undang-undang, yang terbagi menjadi empat kategori, yaitu: pertama, 
perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau 
menyediakan narkotika dan perkursor; kedua, perbuatan-perbuatan berupa 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan 
perkursor; ketiga, perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 
atau menyerahkan narkotika dan perkursor; dan keempat, perbuatan-
perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit 
narkotika dan perkursor. 
2. Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada Putusan 
Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Bbs sudah benar dan sesuai dengan prosedur 
hukum, dimana bentuk dakwaan kasus perkara tersebut termasuk dalam 
dakwaan subsideritas sehingga majelis hakim terlebih dahulu 




(perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan sanksi pidana 
minimum khusus yaitu menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda 
sesuai dengan tuntutan penuntut umum. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Para penegak hukum diharapkan lebih memperhatikan duduk perkara 
terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sebab unsur-unsur dalam 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat menjadi dasar penerapan 
sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku sehingga dapat menindak para 
pelaku lebih tajam karena penyalahgunaan narkotika menimbulkan 
korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa sehingga sanksi 
pidana disesuaikan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang 
untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. 
2. Perlunya pembinaan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan 
pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam 
bermasyarkat dan yang taat akan hukum.  
3. Masyarakat diharapkan dapat membantu tugas Polisi dalam memberikan 
informasi jika terdapat peredaran obat-obatan terlarang di sekitar atau 
lingkungan, serta masyarakat diharapkan agar menyadari bahwa memakai 
atau mengkonsumsi narkotika dapat merusak kesehatan jasmani maupun 
rohani dan mempunyai sanksi hukuman yang tegas. 
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